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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hak Atas Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada 

tahun 1470 dan berkaitan dengan hak paten kemudian di adopsi Kerajaan Inggris pada 

tahun 1500-an dan mulai di adopsi banyak negara-negara di dunia dan dilakukan 

harmonisasi yang pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention 

untuk masalah paten, merek dagang dan desain.1 Secara substantif, pengertian Hak 

Atas Kekayaan Intelektual dapat di deskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang 

timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI di kategorikan sebagai 

hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya 

intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam 

mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. 

Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki 

nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai 

ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (property) terhadap karya-

karya intelektual tadi.2 Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam buku 

panduan tentang HKI menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat, 

 
1Much. Nurrachmad, Segala tentang HAKIIndonesia, Yogyakarta: Buku Biru, 2012), hlm.18. 

2 Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, HakKekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: 

PT RajaGrafindo, 2004, hlm.31. 



adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellecual Property Rights (IPR), 

yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau 

proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati 

secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI 

adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.3 

HKI merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) 

manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. 

Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah 

HKI, bukan benda material bentuk jelmaan HKI. Alasannya adalah HKI merupakan 

Hak Eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga 

pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk 

menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh 

lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.4 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak 

berwujud atau benda Immateril. Benda dalam hukum perdata dapat diklasifikasikan ke 

dalam salah satu di antara kategori, yaitu pengelompokan benda ke dalam klasifikasi 

 
3.Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan 

Intelektual,2006,hlm.2 

4Abdul Kadir Muhammad, Kajian HukumEkonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: PT. 
CitraAditya Bakti, 2001, hlm.1. 

 



benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan 

benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut 

paham Undang Undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-

tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.5 

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif 

suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum 

dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang 

kehidupan manusia, artinya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis 

manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di 

dalam masyarakat.6 

Di Indonesia, aturan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual telah 

diatur dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan yaitu ; Undang-Undang Hak 

Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu. HKI secara umum dapat di golongkan ke dalam dua kategori 

 
5 R. Soebekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, 

Jakarta, 2004, hlm.155. 

6Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Op.cit,  hlm.33. 

 



utama, yaitu Hak Cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup Hak Cipta adalah 

karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup 

hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi.7 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah 

bahwa hanya pencipta yang bebas melaksanakan Hak Cipta dan memiliki hak untuk 

mengontrol ciptaan tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan 

Hak Cipta tersebut tanpa persetujuan pencipta. Menurut pasal 4 Undang Undang Hak 

Cipta, hak ekslusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 

Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

menyebutkan hak moral pencipta atas ciptaannya yang berbunyi : 

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat 

secara abadi pada diri Pencipta untuk: 

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; 

b. menggunakan nama aslinya atau samarannya; 

c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat; 

d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; 

 
7Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 

2010,hlm.17 



e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, 

modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau 

reputasinya. 

Pasal 9 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberi 

penjelasan tentang hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, yang berbunyi : 

(1) Pencipta atau Pemgang Hak Cipta sebagaiman dimaksud dalam pasal 8 

memiliki hak ekonomi dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk 

melakukan: 

a. penerbitan Ciptaan; 

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. penerjemahan Ciptaan; 

d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; 

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

f. pertunjukan Ciptaan; 

g. Pengumuman Ciptaan; 

h. Komunikasi Ciptaan; dan 

i. Penyewaan Ciptaan. 

Penjelasan lebih lengkap mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta 

termaktub dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 5 

sampai Pasal 19. 

Berdasarkan ketentuan yang tersebut, pencipta atau pemegang Hak Cipta 

memiliki hak eksklusif yang antara lain, hak ekonomi berupa hak untuk 

mengumumkan (performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical 

rights). Adapun hak moral meliputi hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam 

ciptaan dan hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk 



judul ataupun anak judul ciptaan.8 Dapat dijelaskan lagi bahwa Hak Ekonomi adalah 

hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait, sedangkan 

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat 

dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait 

telah dialihkan.9 

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan 

yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu 

pengetahuan. Dari tiga lingkup ini Undang Undang Hak Cipta 2014 merinci lagi 

diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang Undang Hak 

Cipta 2014 yang berisi :10  

“(1)Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni, dan sastra, terdiri atas : 

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 

karya tulis lainnya; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

g. Karya seni terapan; 

h. Karya arsitektur; 

i. Peta; 

j. Karya seni batik atau seni motif lain; 

 
8 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 

47. 

9Ermansyah Djaja, Hukum Hak KekayaanIntelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 115. 
10 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT.Alumni, 2005,  hal 137 



k. Karya fotografi; 

l. Potret; 

m. Karya sinematografi; 

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional; 

p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

program komputer maupun media lainnya; 

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; 

r. Permainan video dan; 

s. Program Komputer.” 

Salah satu karya cipta yang dilindungi Hak Ciptanya oleh Undang Undang 

nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah buku. Buku adalah sekumpulan kertas 

bertulisan yang dijadikan satu. Kertas-kertas bertulisan itu mempunyai tema bahasan 

yang sama dan disusun menurut kronologi tertentu, dari awal bahasan sampai 

kesimpulan dari bahasan tersebut. Jenis buku ada bermacam-macam, bukan hanya 

buku ilmu pengetahuan saja, tetapi juga ada buku cerita, buku komik, buku novel, dan 

sebagainya. Biasanya buku mempunyai ukuran tertentu yang membedakannya dengan 

penyatuan kertas bertulisan lainnya. Umumnya buku mempunyai ukuran yang 

memudahkannya untuk digenggam atau dibawa-bawa oleh seseorang. Tidak terlalu 

kecil dan tidak terlalu besar, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kepraktisan 

menjadi tujuan utama lain dari buku.11 

 
11 https://percetakanmoca.wordpress.com/2014/03/04/ pengertiaan-buku/, diakses  16 

Oktober 2018 pukul 07.00 WIB  

https://percetakanmoca.wordpress.com/2014/03/04/


Buku sebagai karya seni merupakan objek Hak Cipta yang  dilindungi oleh 

undang-undang maka penulis buku selaku pemilik Hak Cipta atas karya buku 

mempunyai hak eksklusif yaitu hak untuk memonopoli atas karya ciptaanya dalam 

rangka melindungi karya ciptanya dari pihak lain seperti hak untuk mengumumkan 

dan memperbanyak ciptannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk 

mendapat keuntungan secara ekonomis yang sering disebut dengan hak ekonomi. 

Pemegang Hak Cipta buku mempunyai hak untuk dapat melindungi kepentingan 

pribadi atas ciptaanya dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas 

reputasinya walaupun Hak Cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada 

pihak lain yang disebut dengan hak moral. 

Di era modern sekarang ini, internet telah berkembang secara pesat dan 

mempengaruhi terhadap kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu hal yang 

dipengaruhi oleh perkembangan internet yaitu adanya Buku Elektronik (ebook). Buku 

Elektronik (ebook) merupakan versi elektronik dari buku, yang pada umumnya buku 

terdiri dari kumpulan kertas yang berisi tulisan atau gambar, maka buku elektronik 

berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud tulisan atau gambar. Buku 

elektronik diminati karena kepraktisannya dibandingkan dengan buku pada umumnya. 

Buku Elektronik (e-book) merupakan sistem yang mempermudah akademisi, 

pelajar dan masyarakat untuk mengakses buku dengan lebih praktis. Selain dapat 

mengakses buku-buku dari Indonesia, buku elektronik juga dapat mempermudah 



untuk mengakses buku-buku dari luar negeri. Hal ini sering dijumpai pada lembaga 

pendidikan sekarang ini, yang menggunakan sistem buku elektronik sebagai salah satu 

hal untuk perkembangan dunia pendidikan. Buku elektronik (e-book) juga memiliki 

fitur pencarian terhadap kata-kata yang terdapat dalam buku tersebut, hal ini 

mempermudah penggunanya untuk mencari gagasan utama keseluruhan secara 

langsung. 

Seorang pencipta memiliki hak alami untuk mengontrol setiap karya ciptanya, 

oleh sebab itu ciptaan yang terpublikasi harus sepengetahuan dari si pencipta. 

Penggandaan terhadap buku di internet dalam bentuk buku eletronik (e-book), harus 

berdasarkan sepengetahuan dan seizin si penulis buku. Namun, kenyataannya pada 

saat ini tidak jarang ditemukan buku yang telah digandakan dalam bentuk buku 

eletronik beredar tanpa sepengetahuan si penulis buku yang dilakukan oleh pihak lain 

dengan tujuan komersial. Tak sedikit pula yang menggandakan buku tersebut dalam 

bentuk buku elektronik (e-book), dan menyebarluaskan nya secara gratis di internet. 

Banyak masyarakat yang menganggap hal tersebut lumrah terjadi.  

Salah satu buku yang digandakan tanpa izin dalam bentuk buku elektronik 

yaitu Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel Laskar Pelangi karya Andrea 

Hirata merupakan salah satu novel terlaris di Indonesia. Novel tersebut juga dibuatkan 

film layar lebar dengan judul yang sama. Novel dalam bentuk buku elektronik tersebut 

dibagikan secara gratis oleh situs http://www.rajaebookgratis.com. Jumlah novel 

http://www.rajaebookgratis.com/


dalam bentuk digital tersebut berjumlah 4 kali lebih banyak dari novel asli yang 

diterbitkan secara legal. Andrea Hirata selaku pengarang novel Laskar Pelangi 

mengaku tidak pernah menjual karya ciptanya dalam bentuk buku elektronik, dan ia 

juga tidak pernah membagikan novel tersebut secara gratis di internet. Penggandaan 

dan penyebarluasan buku secara gratis tersebut jelas merugikan Andrea Hirata selaku 

penulis novel.12 Andrea Hirata tidak membawa permasalahan tersebut ke ranah 

hukum, dikarenakan sulit dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang telah 

melakukan pelanggaran terhadap Hak Ciptanya tersebut. 

Perkembangan internet memberikan dampak postif dan dampak negatif 

terhadap Hak Cipta seperti yang telah diuraikan diatas. Di satu sisi penggandaan buku 

dalam bentuk buku elektronik (e-book) mendorong untuk pengembangan di bidang 

ilmu pengetahuan, namun disisi lainnya hal tersebut berpotensi menimbulkan 

pelanggaran terhadap Hak Cipta apabila penggandaan tersebut dilakukan tanpa izin 

dan sepengetahuan dari penulis/pemegang Hak Cipta buku. 

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul “Perlindungan 

Hukum Hak Cipta Buku Terhadap Kegiatan Penggandaan Buku dalam Bentuk 

 
12https://kabar24.bisnis.com/read/20120509/16/76269/andrea-hirata-laskar-pelangi-bajakan-

dicetak-4-kali-lebih-banyak-dari-aslinya, diakses 18 Oktober 2018, pukul 18.00  

https://kabar24.bisnis.com/read/20120509/16/76269/andrea-hirata-laskar-pelangi-bajakan-dicetak-4-kali-lebih-banyak-dari-aslinya
https://kabar24.bisnis.com/read/20120509/16/76269/andrea-hirata-laskar-pelangi-bajakan-dicetak-4-kali-lebih-banyak-dari-aslinya


Buku Elektronik Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta” 

B. RUMUSAN MASALAH : 

Agar permasalahan pada latar belakang di atas dapat diselesaikan, maka timbul pembahasan 

dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimanakah mekanisme penggandaan buku dalam bentuk buku elektronik ? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum Hak Cipta buku terhadap penggandaan buku 

dalam bentuk buku elektronik Hak Cipta menurut Undang Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan Skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme penggandaan buku ke 

dalam bentuk buku elektronik 

2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan Hak Cipta buku terhadap 

penggandaan buku dalam bentuk buku elektronik menurut Undang Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun hasil dari penulisan skripsi ini memiliki dua manfaat yaitu: 



1. Manfaat Teoritis 

Agar penulisan skripsi ini menambah pemahaman dan wawasan intelektual 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hak Cipta pada umumnya dan hukum Hak 

Cipta pada khususnya, serta sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi mereka 

yang tertarik untuk mengkaji mengenai hak kekayaan intelektual khususnya Hak 

Cipta. 

2. Manfaat Praktis 

Agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman kepada pengarang 

buku tentang perlindungan Hak Ciptanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, 

serta memberikan pemahaman kepada para akademisi maupun masyarakat mengenai 

Hak Cipta secara umum. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari 

judul, maka ruang lingkupnya hanya membahas mengenai mekanisme penggandaan 

buku ke dalam bentuk buku elektronik dan perlindungan hukum Hak Cipta buku 

terhadap kegiatan penggandaan buku dalam bentuk buku elektronik. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perlindungan Hukum 



Menurut Fitzgerald menjelaskan istilah perlindungan hukum dari Salmond 

bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, 

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi 

berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan 

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.Perlindungan hukum harus 

melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan 

segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya 

merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku 

antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingan masyarakat.13 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak 

yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan 

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga 

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat 

secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.14 

 
13Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54. 

14Ibid, hlm.55. 



Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai 

tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang 

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan 

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan 

perlindungan yang represif bertujuan untu menyelesaikan terjadinya sengketa, 

termasuk penanganannya di lembaga peradilan.15 

Berdasarkan uraian di atas dapat memberi pemahaman mengenai penjelasan 

dari perlindungan hukum. Serta memberikan pemahaman mengenai fungsi hukum, 

untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

Perlindungan hukum sendiri memiliki manfaat untuk menjamin hak yang dimiliki 

setiap subyek hukum agar tidak dilanggar ataupun dirugikan oleh pihak lain.  

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

Menurut Robert M. Sherwood pengakuan dan perlindungan hukum atas 

kreatifitas intelektual manusia (HaKI) perlu dilakukan berdasarkan teori-teori di 

bawah ini :16 

 

1. Reward Theory, bahwa seseorang yang telah berhasil menemukan atau 

menciptakan karya-karya intelektual perlu diberikan pengakuan dan 

 
15Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,PT.Bina Ilmu, Surabaya, 

2005, hlm.29. 

16 Hamda Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review, Volume X No. 3 - Maret 

2011, hlm., 323 dan 324. 

 



penghargaan berupa perlindungan terhadap karya-karyanya sebagai imbangan 

atas upaya-upaya kreativitas tersebut. 

2. Recovery Theory, bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan 

waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya perlu 

diberi kesempatan untuk memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya 

tersebut. 

3. Incentive Theory, bahwa penemu dan pencipta memerlukan insentif untuk 

memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna. 

4. Risk Theory, bahwa HaKI merupakan hasil karya yang mengandung risiko, 

yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara 

tersebut atau memperbaikinya, sehingga wajar apabila diberikan perlindungan 

hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut. 

5. Economic Growth Stimulus Theory, bahwa perlindungan terhadap HaKI 

merupakan suatu alat pembangunan ekonomi yaitu keseluruhan tujuan 

dibangunnya suatu sistem perlindungan HaKI yang efektif. 

Berdasarkan teori-teori tersebut dapat mendorong perlindungan hukum terhadap Hak 

Cipta. 

3. Teori Kepastian Hukum 

 Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil 

karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya 



karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan 

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hany bisa dijawab secara 

normative, bukan sosiologi.17 

 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-

aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam 

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam 

hubunganya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat 

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan 

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.18 

 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keraguan dan logis. Jelas dalam artia ia menjadi suatu sistem 

norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik 

norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, 

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan 

 
17 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari; Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta, 

Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59 
18 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158. 



moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan 

tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.19 

 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan 

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat 

umum itu indvidu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan 

oleh Negara terhadap individu.20 

 Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran postivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat 

hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran 

ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum 

tidak lain dari sekedar menjamin terwijudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu 

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum 

yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa 

hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan 

semata-mata untuk kepastian.21 

 
19 Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus 

Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385  
20 Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 

1999, hlm. 23 
21 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta: Penerbit 

Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82 



 Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. 

Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai 

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum 

merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan 

dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi 

keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum postif harus selalu diataati. 

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan 

dan kebahagian.22 

G. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisis serta mengadakan 

kontruksi secara metologis, sistematis dan konsisten agar tujuan untuk 

penelitian dapat tercapai.23 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf 

sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.24 

2. Metode Pendekatan 

 
22 Ibid, hlm. 95 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Jakarta: UI Press, 1981, hlm. 3. 
24 Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 22. 



Penulis menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu metode 

pendekatan undang-undang yakni pendekatan yang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani25, dan menggunakan metode pendekatan 

konseptual yakni pendekatan dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin 

di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan 

dengan isu yang dihadapi.26 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Mengenai jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yag mengikat, dimana data 

tersebut terdiri dari: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5599) 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 
25Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2016, hlm. 133. 
26 Usmawadi, Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH) Palembang: 

Laboratorium Hukum FH Unsri, 2013, hlm. 250. 



b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku hukum, bahan internet, 

majalah, koran, dan bahan-bahan hukum lainnya. 

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan 

nama bahan acuan hukum atau bahan rujukan bidang hukum.27 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, maka meneliti 

dari sumber bacaan, yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dipergunakan 

sebagai dasar dalam menganalisa masalah yang dihadapi. Sumber bacaan tersebut 

berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum maupun surat kabar, kamus hukum 

dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi 

ini28 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Metode Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu menganalisa data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan 

 
27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 33. 
28Maret Kurnia Alif Sianturi: Perubahan Perkara Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Menjadi 

Perkara Perdata Menurut Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Indralaya, 2014, hlm. 

24. 



penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil 

bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.29 

6. Teknik Penarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang 

berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada 

suatu kesimpulan yang bersifat khusus.30 

 

  

 
29 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 

70. 
30Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hlm. 10. 
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